PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg.Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 02/DPMPTSP-ILK/KPTS/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN GUDANG PENUMPUKAN GARAM INDUSTRI
SELUAS 49.050 M2 DI KAMPUNG RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. KARUNIA SAMUDERA INDONESIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
.' Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap
' usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;

b. bahwa Kegiatan Gudang Penumpukan Garam Industri di Kampung
Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi
Riau oleh PT. Karunia Samudera Indonesia merupakan kegiatan
yang wajib memiliki Izin Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan Rekomendasi DPLH Kegiatan Gudang
Penumpukan Garam Industri seluas 49.050 M2 di Kampung
Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi
Riau Nomor 660/DPMPTSP/DPLH/01/2018 tanggal 07 Februar:
2018,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.
huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Lingkungan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

» Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak; '
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelala . Kabu Rokan Hulu, Kabupaten Rokar
Hilir, Kabupaten < Kabupaten Natuna
(Lembaran Negara
ambahan Lembaran
yaimana telah diubal:
r 34 Tahun 200&
tentang Peru 2 Nomor 53 Tahur
1999 tentH awan, Kabupaten
Rokan Hult Siak, Kabupaten
tan Singingi dar

esia Tahun 200&
yublik Indonesis
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Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Und:mg-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059 );

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk§r1
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LIS

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5285); ‘

10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajil,
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

12.Peraturan Menterj Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumer

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lin i
: _ gkungan (Berita Negar:,
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); P =

Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi ngenai Dampal
by C C ! < -

Lingkungan Hidup; e

Scanned by CamScanner



P -ntang
14 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 te nl\‘. ;
. & ate old
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

- . ' )0 ntang
15.Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun _J.)W tent ld“
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan I\“%‘l 2
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satt

1 , 018
Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 201
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN GUDANG PENUMPUKAN GARAM
INDUSTRI SELUAS 49.050 M2 DI KAMPUNG RANTAU PANJANG
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. KARUNIA SAMUDERA INDONESIA.

KESATU : lzin Lingkungan diberikan kepada :
1. Nama Perusahaan . PT. Karunia Samudera Indonesia
2. Penanggung Jawab : Suhanda :
3. Bidang Usaha : Gudang Penumpukan Garam Industri
4. Alamat Kantor : Jl. Penghulu Jabung RT. 01 RW. 01

Kampung Rantau Panjang Kecamatan
Koto Gasib Kabupaten Siak

5. Lokasi Kegiatan : Kampung Rantau Panjang Kecamatan
Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi
Riau

6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Gudang Penumpukan Garam

Industri seluas 49.050 M2.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan sebagaimana tersebut
pada Diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Gudang
Penumpukan Garam Industri seluas 49.050 M2 dj Kampung Rantau

Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh
PT. Karunia Samudera Indonesia.

KETIGA ¢ PT. Karunia Samudera Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya
harus memenuhi persyaratan memiliki; -

1. Izin perlindungan dan pengelolaan

tahapan operasi dan pasca operasi yan

a. Izin penyimpanan sementara lim
beracun;

lingkungan hidup untuk
g terdiri atas;

bah bahan berbahaya dan
b. Izin pengendalian pembuangan limbah cair-

2. Izin usah o

. a dan/atau izin lainpy -
ainn = :

usahanya. ya yang terkait dengan kegiatan
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KETUJUH
K it :
€putusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu.F‘lmu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
vang berlaku maka lzin Lingkungan yang diterbitkan batal atau
dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 08 Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

o Zaaais

X ABUPATEN SIAK,

-

H. HERIYANTO, SH
Peribina Utama Muda (IV/¢)
NIP. 19710715 199803 1 006
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DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN GUDANG PENUMPUKAN GARAM INDUSTRI
DI KAMPUNG RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK

‘ PT. KARUNIA SAMUDERA INDONESIA

RANTAU PANJANG, KOTO GASIB — KABUPATEN SIAK
2018
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